KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 188.34 /1271 / 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN
INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI ACEH

Menimbang : a.

Mengingat : 1.
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11,

12.

13.

GUBERNUR ACEH,

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan
Investasi di Daerah, Kepala Daerah menetapkan standar
operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau
Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam
Modal;

bahwa berdasarkan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018
tentang Penanaman Modal, Gubernur menetapkan standar
operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas kepada
Masyarakat dan/atau Penanam Modal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan
Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di
Aceh;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi
Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara,;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian
Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun

2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009
tentang Penanaman Modal,

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pajak Aceh;

14. Qanun .../2

%W\DATAWAHED\DPMPTSP\ZOZZ \KEP.GUB\AGUSTUS



0.

14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019
tentang Retribusi Aceh;

15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6
Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan
Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;

16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Keringanan, Pengurangan, atau Pembebasan Retribusi Aceh;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian
Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Aceh yang
selanjutnya disebut "SOP Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan
Penanaman Modal di Aceh” sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : SOP Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di
Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi:

. pendahuluan;

. bentuk insentif dan kemudahan;
bidang Usaha;

. persyaratan permohonan,;
tata cara pengajuan permohonan;
tim verifikasi;

. keputusan;

. pengajuan keberatan;
pelaporan; dan

. sanksi administrasi.

KETIGA : SOP Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di
Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilengkapi dengan
6 (enam) Format meliputi:

a. Format I - Penilaian;

b. Format Il - Formulir Permohonan Insentif;

c. Format IIl - Formulir Pernyataan Kesediaan Mengembalikan Insentif;

d. Format IV - Formulir Penolakan Mendapatkan Insentif;

e. Format V - Keputusan Gubernur tentang Pemberian Insentif; dan
Format VI - Laporan Realisasi Insentif Penanaman Modal.

KEEMPAT : SOP Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di
Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga
merupakan pedoman dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan
penanaman modal di Aceh.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di Banda Aceh
pada-tanggal, (9 September 2022
R X 22Shafar 1444

7;?1'. GUBERNUR ACEH{

ACHMAD MARZUKI

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada:

Menteri Dalam Negeri RI;

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI;
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

Para Bupati/walikota se Aceh!

Kepala DPMPTSP Aceh;

Para Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota se Aceh.-========omomommmmmm__
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH

NOMOR 188.34/ (271 /2022

TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/
ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI ACEH--------

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI ACEH

[. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

: Kegiatan penanaman modal memegang peranan yang sangat penting daiam
upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat,
menciptakan lapangan pekerjaan/usaha baru, memberdayakan sumber daya
lokal, dan penurunan angka kemiskinan serta pengangguran. Melalui penanaman
modal dengan memberdayakan seluruh potensi sumber daya ekonomi Aceh akan
menjadi kekuatan ekonomi yang dapat dioptimalkan dalam rangka mendukung
peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Aceh.

Penanaman modal akan meningkat dan berdampak positif multiplier effect
bila tercipta iklim penanaman modal yang kondusif dalam mendukung
kemudahan berusaha ease of doing business. Oleh karena itu, diperlukan suatu
regulasi yang mengatur kemudahan melakukan penanaman modal melalui
pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal lainnya. Pemberian
insentif dan/atau kemudahan penanaman modal tersebut menjadi salah satu
upaya untuk menarik minat penanam modal, baik dalam negeri (PMDN), maupun
penanam modal asing (PMA) untuk menanamkan modalnya dan meningkatkan
nilai realisasi penanaman modal.

Dalam Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal di Aceh yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum
yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang
terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.

Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.

Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah
organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
selanjutnya disingkat DPMPTSP Aceh adalah Satuan Kerja Pemerintah Aceh

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu.

6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal baik
oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing untuk
melakukan usaha di Aceh.

7. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga
negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan
usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang
melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam
negeri dan penanam modal asing.

- 9. Modal adalah aset dalam bentuk uang dan bentuk lain yang bukan uang
yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomi.

10. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Aceh
kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan penanaman
modal di Aceh. '

11. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah
Aceh kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap
kegiatan penanaman modal untuk meningkatkan penanaman modal di Aceh.

12. Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah Tim yang ditetapkan oleh Gubernur
untuk memverifikasi, menilai, memberikan rekomendasi, dan melakukan
pcmantauan dan evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan
penanaman modal.
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B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud

Penetapan Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai pedoman
dan panduan dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman
modal di Aceh yang ditujukan kepada:

a. Pejabat PTSP di DPMPTSP Aceh sesuai kewenangannya;
b. SKPA terkait;
c. Tim Verifikasi Pemberian Insentif; dan
d.Para Pelaku Usaha dan Masyarakat Umum Lainnya.
2. Tujuan

Penetapan Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk mewujudkan
standardisasi prosedur pengajuan, persyaratan permohonan dan proses
penerbitan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal pada DPMPTSP
Aceh, serta tersedianya informasi tentang persyaratan dan waktu penyelesaian

permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di
Aceh.

II. BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN
A. Insentif
Pemberian Insentif Penanaman Modal di Aceh berbentuk:

1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Aceh sesuai kewenangan;
dan/atau

2. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Aceh sesuai kewenangan.
B. Kemudahan
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Aceh berbentuk:
Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
Penyediaan sarana dan prasarana;
Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
Pemberian bantuan teknis;

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan
terpadu satu pintu;

Kemudahan akses pemasaran hasil produksi,
Kemudahan investasi langsung konstruksi; :

Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;

Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;

10. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

11. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau;
13. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal harus sesuai dengan
kewenangan dan kebijakan Pemerintah Aceh berdasarkan penilaian dari Tim
Verifikasi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi
berupa penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi dan/atau mediasi
penyelesaian sengketa lahan.

BN AR

[II. BIDANG USAHA

Jenis bidang usaha yang dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan

penanaman modal di Aceh, meliputi:

1. Usaha dalam bidang perkebunan diprioritaskan pada usaha pengembangan
sektor hilir pengolahan hasil perkebunan:

2. Usaha dalam bidang pertanian diprioritaskan pada pembenihan dan
pengolahan hasil pertanian;

3. Usaha dalam bidang perikanan dan kelautan diprioritaskan pada usaha
budidaya, pengolahan hasil perikanan dan kelautan, pembenihan, dan
produksi pakan ikan;
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4. Usaha dalam bidang peternakan, diprioritaskan pada usaha pembibitan dan
pengolahan hasil peternakan;

S. Usaha dalam bidang infrastruktur, diprioritaskan pada usaha disekitar
kawasan terpencil, industri dan pariwisata;

6. Usaha dalam bidang kebudayaan dan pariwisata diprioritaskan pada usaha
daya tarik wisata baru, daya tarik wisata berbasis kebudayaan dan usaha
peningkatan daya saing dan daya tarik wisata yang telah ada;

7. Usaha dalam bidang pendidikan, diprioritaskan pada industri/fasilitasi
pendukung pengembangan pendidikan;

8. Usaha dalam bidang kesehatan, diprioritaskan pada industri/fasilitas
pendukung pengembangan kesehatan;

9. Usaha dalam bidang energi, diprioritaskan untuk pembangunan pembangkit
' listrik menggunakan energi baru terbarukan pembangkit listrik tenaga air,
pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan pembangkit listrik tenaga angin,

10. Usaha dalam bidang bahan galian mineral yaitu pengembangan hilirisasi
produk batubara dan pembangunan pabrik pemurnian mineral;

11. Usaha dalam bidang perdagangan dan jasa diprioritaskan pada usaha yang
mendukung ekspor;

12. }Lleaha dalam bidang kehutanan, diprioritaskan pada industri pengolahan hasil
utan;

13. Usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
14. Bidang usaha lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang usaha di atas disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Aceh
berdasarkan penilaian dari Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan/atau
Kemudahan Penanaman Modal.

IV. PERSYARATAN PERMOHONAN

Untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, Pemohon
wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Format II terlampir.

V. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
- Untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, pemohon
dapat mengajukan permohonan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan insentif dan/atau kemudahan kepada
Gubernur Aceh melalui DPMPTSP Aceh.

2. Permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagairﬁana dimaksud dalam
Format II.

3. Pengajuan permohonan dapat diubah melalui proses secara elektronik yang
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

VI. TIM VERIFIKASI

Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di
Aceh akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Dalam melakukan tugasnya,
Tim Verifikasi melakukan penilaian dengan mempedomani Format [. Tim
Verifikasi ini terdiri dari:

a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua,
b. Kepala DPMPTSP Aceh sebagai Sekretaris; dan
c. Kepala SKPA terkait sebagai Anggota.

Tugas Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal
~ antara lain:

a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang
harus dipenuhi;

b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;

c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran
pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;

d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif
dan/atau kemudahan penanaman modal;

¢. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
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f. menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi
penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal; dan

g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang
memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

VII. Persetujuan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal

1. Gubernur atas rekomendasi Tim Verifikasi menyetujui pemberian insentif
dan/atau kemudahan penanaman modal dengan mengeluarkan Keputusan
tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan format
sebagaimana tercantum dalam Format V.

2. Gubernur atas rekomendasi Tim Verifikasi dapat menolak pemberian insentif
dan/atau kemudahan penanaman modal dengan mengeluarkan Keputusan
tentang Penolakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
dengan format sebagaimana tercantum dalam Format IV.

3. Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2
diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diajukan
dan dokumen dinyatakan lengkap.

4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak
diberikan keputusan, permohonan dinyatakan disetujui.

VIII. PENGAJUAN KEBERATAN

Pengajuan keberatan terhadap Keputusan Gubernur tentang penclakan
pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dapat dilakukan
oleh pemohon. Pengajuan keberatan ini dengan cara sebagai berikut:

1. Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui DPMPTSP
Aceh;

2. Pengajuan keberatan harus diajukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak
dikeluarkannya Keputusan Gubernur tentang penolakan;

3. Pengajuan keberatan harus disertai dengan alasan-alasan dari pemohon;

4. Gubernur atau pejabat yang berwenang harus memberikan jawaban atas
keberatan yang diajukan;

S.Jawaban Gubernur atau pejabat yang berwenang diberikan selambat-
lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan keberatan diterima.

IX. PELAPORAN

Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan
laporan kepada Gubernur melalui Kepala DPMPTSP Aceh paling sedikit 2 (dua)
kali dalam satu tahun terhitung sejak Keputusan Gubernur tentang Pemberian
Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal ditetapkan. Laporan tersebut
sesuai dengan format Laporan Realisasi Insentif dan/atau Kemudahan
sebagaimana tercantum dalam Format VI.

X. SANKSI ADMINISTRASI

Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal akan diberikan sanksi

administrasi berupa pembatalan pemberian insentif dan/atau kemudahan

penanaman modal apabila memenuhi unsur :

a. tidak memanfaatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang
diberikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan;

b. apabila berdasarkan evaluasi ternyata nilai penanaman modal dan/atau jumlah
tenaga kerja lokal yang diserap dan/atau jenis usaha tidak sesuai dengan yang
tercantum dalam permohonan pemberian insentif dan kemudahan penanaman
modal; dan/atau;

c. tidak memberikan Laporan Realisasi Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman
Modal.

. Mekanisme penjatuhan sanksi administrasi sebagai berikut:

a. apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan pertama diberikan kepada
penanam modal tidak diindahkan, maka diberikan peringatan kedua;

b. apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan kedua diberikan kepada
penanam modal tidak diindahkan, maka diberikan peringatan ketiga; dan

c. apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan ketiga diberikan kepada
penanam modal tidak diindahkan, maka diberikan sanksi pembatalan
pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Penanaman Modal.
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Dalam hal sanksi pembatalan pemberian insentif dan/atau kemudahan

penanaman modal telah diberikan, maka:

a. penerima insentif penanaman modal wajib mengembalikan insentif dan
menyetorkan ke kas Daerah Pemerintah Aceh paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

b. Pemerintah Aceh menghentikan kemudahan penanaman modal yang telah
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pemberhentian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana
tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Dalam hal penerima
insentif penanaman modal tidak mengembalikan insentif, maka Pemerintah Aceh
dapat melakukan penagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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